
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN•'DAERAH TINGKAT II BLORA .,''    . v ...

.NOMOR  9  TAHUN 1998. ;

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH• " .

DENGAN RAHHAT TUHAN YANG MAHA ESA"  ..     V

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA ..

Menlmbang : a, bahwa dengan telah dltetapkannya- Peraturan
.Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagal pelaksanaan

dari Undang-undang Nornor .18 Tahun 1997 tentang
Pajak Dae rah dan Ret rib us I Dae rah,^ maka. Peraturan

••Dae rah Kabupaten Dae rah Tlngkat II  Blora  tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu- •dlsesual-
kan.;..•

b, bahwa  untuk rnelaksanakan .penyes.uaIan. sebagalmana.

dlmaksud  huruf a diatas, maka perlu rnenyusun- dan
me net a p ka n  Pe r a t u r a n Dae r a h  Ka b u pa te n"  0 a e r a h'

Tlngkat   II  Blora tentang Retribusi   PemaKalan
Kekayaan Oaerah.

Menglngat   ^; •!„ Undang  -undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  Pern--:
bentukanDaerah-daerah Kabupaten Dalam Llngkungan ]
ProplnslJawa Tengah  (Berlta Negaha  Republlk-
IndonesiaTahun 1950)^               .

2- Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1974  tentang Pokok-
pokok  Pemerlntahan DI  Daerah  (Lernbaran • Negara.
Republik  Indonesia Tahun 1974; Nomor  38,  Tambahan:
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor3037);

3.., Undang-undang Nomor  8 Tahun 1981  tentang Hukum
Acara  Pldana (Lembaran Negara' Republik  Indonesia-
Tahun  1981  Nomor  76^  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nornor 3209);

4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Oaerah ( Lembaran Negara

'Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 s Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor .3685)";

5^ Peraturan  Pemerintah Nornor 20 Tahun "1.997. tentang
Retribusi   Oaerah   (Lembaran  Negara   Republik
Indonesia Tahun 1997 Nornor 55,  Tambahan Lernbaran

.     Negara  Republik Indonesia Nomor 3692);

6- Peraturan Menterl Oalam Negerl Nornor 2 Tahun 1994.
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;.        '



?„ Peraturan Henteri Oalam Negerl Nomor 2 Tahun  1996
tentang Perubahan Peraturan Menterl  Oalam Negerl
Nomor  2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pencfapatan dan Belanja Daerah;       "     ^.
^^.^'S^ -Kg. f^nyiafjc ?[ur JiiU^^W. ?cmeo;wtaU^^dr^^ .

)i. Keputusan Menteri Oalam Negerl Nomor 84 Tahun 1993
3    tentang Bentuk Peraturan Oaerah Dan  Peraturan

Dae ra h Pe ruba ha n;

/0\c'" Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 17.1 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Oaerah
tentang Pajak Oan Retrlbusi Oaerah^

// >„ Keputusan Menteri Oalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemungutan Retrlbusi Oaerah;

12, ^- Keputusan Menteri Oalam Negerl Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan 01 Bidang Retrlbusi
Oaerah;

/3 ^2- Keputusan Menteri Oalam Negerl Norn or 43 Tahun 1998
tentang tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan
Pernerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

Keputusan Menteri Oalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Llngkup dan Jenis-jenis Retribusl
Oaerah Tingkat I dan Oaerah Tingkat II;

AT" .i^-h Peraturan Oaerah Kabupaten Oaerah Tingkat II Blora
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawal Negerl
Sipll Di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Blora ( Lembaran Daerah Kabupaten Oaerah
Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Serl 0 Nomor
4).

Oengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten Oaerah
Tingkat II Blora

MEMUTUSK A N

Menetapkan  : PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN OAERAH TINGKAT  II  BLORA
TENTANG  RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN OAERAH-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Oalam Peraturan Oaerah Ini yang dlmaksud dengan ^
a,, Oaerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
b. Pemerlntah Oaerah adalah Pernerintah Kabupaten Oaerah Tingkat  I.I

Blora;
c Kepala Oaerah adalah Bupatl Kepala Oaerah Tingkat II Blora;
d^ Kekayaan Oaerah adalah kekayaan yang dlmlllkl/dlkuasai dan atau

dike! ola oleh Pernerintah Daerah yang me 11 put I tanah,  gedung /
bangunan / ruangan, kendaraan / alat-alat berat

e,, Retrlbusi  Pemakalan Kekayaan Oaerah yang selanjutnya  disebut
retrlbusi  adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pema-
kaian kekayaan yang dlmillkl oleh Pemerlntah Oaerah;



Obyek Retribusi  adalah setiap pemakaian  kekayaan daerah,,

Pasal 4

Subyek  Retribusi  adalah orang pribadi  atau badan  yang memakai
kekayaan daerah,

BAB III

60L0NGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi ini termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha,.

BAB IV

CARA MEN6UKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal  6

Tlngkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan ;-;
a, Pemakaian tanah berdasarkan lokasi, luas tanah dan peruntukannya

s e r t a w a k t u p e m a k a i a n;
b- Pemakaian  gedung/bangunan/ruangan berdasarkan   lokasi,   luas

ruangan, fasllitas dan waktu pemakaian;
c- Kendaraan/alat-alat berat berdasarkan jenls  kendaraan/peralatan,

kapas.itas dan waktu pemakaian.

Wajlb Retribusi adalah orang prlbadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retrIbu s i d 1 w a j 1 b k an untuk me1akukan
pembayaran retrlbusl9 termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu;
Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang
menurut Peraturan Daerah^

a ^c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRO
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
terutang;

V\, ^^. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari

r    Pemerintah Daerah;
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kannya.

df}^mx

10

Setiap Waj ibN^tr ibusi wajib mengisi SPTf

SPTRD sebagaimana c^ma^ksud ayj^^<(t) pasal ini9 diisi dengan
jelas, benar dan lengK^><^€erta ditandatangani oleh Wajib
R e t r i b u s 1  a t a u k u a s a m

Bentuk, isi dan tfta car a pengisian SPTRD ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

Pasal  1.Q

Retribusi dipungut  di Wil_ayah Daerah.

MB p^

Hasil^iPungutan retribusK^ebagaimana dimej^sud Pasal 8  Peraturan
ini disetor ke K^^^NDaerah secara ^utto.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
TAR.IP RETRIBUSI

Pasal  7

Pr.ins.ip penetapan tarip retribusi adalah  untuk biaya  ^  adminis-
trasi, pembangunan,, perawatan, penyusutan, kebersihan dan pembinaan.

Pasal   8

Struktur  dan besarnya tarlp retribusi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini,

B A B  VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAVAH PEMUNGUTAN

Pasal  9

(1)Retribusi  dipungut dengan menggunakan SKRO atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(2)Pemungutan  retribusi  pada  prinsipnya  tldak  dapat dialihkan
kepada pihak ketiga/diborongkan,

p Retri^^jjsi  terutsapg  dalam masa retribusi;,  terjadl  pada saat
n kekayarars daerah.



B A B

SANKSI ADMIHI 3TRASI

Pasal  16

Dalam hal Wajib Retrlbusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang
tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retrlbusi baik lang-
sung maupun tidak langsung.

BAB

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal  15

(1)Piutang  retrlbusi  yang tidak mungkin ditagih lag!  karena  hak
u nt u k me 1 a k u ka n pe nag I. ha n s uda h kada 1 uwarsa dapat d i hap us.

(2)Kepa 1 a Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan PI.utang RetrIbusI
Daerah yang sudah kadaiuwarsa sebagal dlmaksud ayat  (1) pasal
i n i.

m

Tj^(^^(I)

f

BAB

TATA CARA PENAGIHAN

(3.) Kepala Daerah atas pernfohonan secara terbulis da lam Bahasa
Indonesia darl Wajib Retrl^^usi dapat membehika/f persetujuan
kepada Wajib Retrlbusi untyKNpengangsur atau merr^mda pembayaran
r e t r I b u s 1 d e n g a n d I k e n a k a n b u n g a s e b e s a r 2 % ( d u a p e r s e n ) s e 11 a p
bulan.

Tata cara pembayaran,, tempat pembayaran,  penundaan pembayaran
retrlbusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
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Tan;
a,Menerima, mencari, mengumpulkan, dan menelltl keterangan atau

laporan berkenaan dengan tlndak pidana dl  bidang  retribus!
daerah  agar keterangan atau laporan tersebut  menjadi  lebih
1 e n g k a p d a n 3 e .1 a s^

b,Menelltl,  mencari,  dan mengumpulkan  keterangan mengenai
orang prlbadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tlndak pidana  retrlbusi  daerah
tersebut^

c,Meminta  keterangan dan barang buktl dari orang prlbadi  atau
badan  sehubungan dengan tindak pidana dl  bidang  retrlbusi
daerah ;

d,Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tlndak pidana di bidang retrlbusi daerah ;

e,Melakukan  penggeledahan  untuk  mendapatkan barang  buktl
pembukuan,   pencatatan,  dan  dokumen-dokumen  lain,  serta
melakukan penyitaan terhadap barang buktl tersebut;

f., Meminta  bantuan tenaga ahll dalam rangka pelaksanaan  tugas
penyldlkan tindak pidana dl bidang retrlbusi daerah;

(3L)  %mM^ \^+i^^ gc^^a'/v^^^ <^ ****^^^ ^Y* ^ ly*/**Ji

bab

ketentuan pidana

18 •

B A B

PELAKSANAAN OAN PENGAWASAN

Pasal  17

(1)Pelaksanaan teknis atas berlakunya Peraturan Oaerah Ini ditetap-
kan oleh Kepala Daerah,

(2)Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah 1 n1, d 1.1 akukan o 1 eh
Inspektorat Wllayah Kabupaten Blora,  Baglan Ketertlban dan
Bagian Hukurn Sekretarlat WIlayah/Daerah,.

(3)Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagalmana dlmaksud ayat
(1)  dan ayat (2) pasal Ini, dlberlkan biaya operaslonal  yang
besar  dan pembaglannya, dlatur dalam Surat Keputusan  Kepala
Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Oaerah,



H- SOEKA&}/ HAROJOPRAWIRO, MBA

lJIiUiO:.1- Id^ ^In (V.D'l  ,1i!'l'.l.lt rlr'nl'"
UmL^i :i'  UiiiTi'ii  K.i.viu- • ^ ••-'•'

T II

D11 e t a p k a n d I B1 o r a
pada tanggal 29 Oktober 1998

7
erah
erah,

A

g. Menyuruh berhenti,, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemerlksaan sedang berlangsung dan
memerlksa Identltas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dlmaksud pada huruf e^

h Memotret seseorang berkaltan dengan tlndak pldana dl bidang
retrlbusl daerah %

i, Mema ngg11 orang u nt u k dIdenga r kete ranga nnya dan dIpe r1ks a
sebagal tersangka atau saksi;

j  Me ng he nt i ka n pe ny 1 d 1 ka n^
k„ Me1aku ka n 11nda kan 1a1n ya ng pe r1u u ntu k ke1a ncaran pe ny1-

dlkan tlndak pldana di bidang retribusi daerah menurut hukum,.

(3) Penyldik sebagaimana dlmaksud ayat (1) pasal inl, member Itahukan
dimulainya penyi dlkan dan menyarnpalkan has II penyldlkannya
kepada Penuntut Urn urn,, sesual dengan ketentuan yang diatur Da lam
Undang-undang Nomor 8 Tahun .198.1 tentang Hukum Acara Pldana.^

B A B  ^V(

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  20

(1)Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Oaerah Inl,  sepanjang
mengenai  pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut  oleh Kepala
Daerah^

(2)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka  Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah  Tlngkat II Blora Nomor 8 Tahun 198.1  Tentang
Sewa  Rumah Dinas Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Oaerah  Tlngkat  II Blora Tahun 1982 Nomor 46 Seri B  Nomor  10)
beserta perubahannya, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  Tingkat
II Blora Nomor 1  Tahun 1995 tentang Penyewaan Tanah Pemerintah
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat II Blora  Tahun
1995 Nomor 5 Serl B Nomor 2 ), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tlngkat  II Blora Nomor 10  Tahun 1995 tentang Penyewaan Alat-
alat  Berat (Lembaran Daerah Kabupaten Oaerah Tlngkat  II  Blora
Tahun 1995 Nomor 11 SerI B Nomor 5) dan Peraturan Daerah Kabupa
ten  Daerah  Tlngkat II Blora Nomor 3  Tahun 1997  tentang  Sewa
Gedung Sasana Bhaktl (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  Tlngkat
II  Blora  Tahun 1998 Nomor 2 Serl B Nomor 1)  dinyatakan  tldak
berlaku lagI,

(3)Peraturan Daerah inl mulal berlaku pada tanggal diundangkan,.

Agar supaya setlap orang dapat mengetahulnya, memerIntahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
L e m b a r a n D a e r a h „
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\ W W I A K^ "^1 -.> .^.  ^V  > y i^ I I ^3(W K^ 111 ^4 ^A J I,^ I—CTTTTT7T^\4 K^ I 1 ^J U^T\   I
.m e n g g u n a k ar^ S K R 0 m a s a  r e t r I. b u s I n y a  1
v\(satu) bulan-

- Retr^fbusi    y^fig >>pembayara>nnya   dengan
^ ^9^^ u n a k a n d a^Krn e n 1 a I n y ap^^ d 1 p e r s a m a -
kr/n    dengan ^SKf^©   masa   retrlbusl nya

•harian.

Pasal 1 hurufjp^s/d :; Cukup jelas,.

huruf K

Pasal 2 s/d Pasal fo   -   Cukup jelas.

P^^t*J—I huruf 1 -y^-   -   —Re Li Ibusl \>jhjun—pembayarannyadenga^

ruf ^ a
sal 1 Ki.in.if I

I,  PENJELASAN UMUM.

Sesual dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan 01 Oaerah, Pajak Oaerah dan RetribusI
Oaerah merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat
melaksanakan otonomlnya, yaltu mampu mengurus dan mengatur rumah
t a n g g a n y a s e n d 1 r 1 „
Sumber pendapatan daerah tersebut dlharapkan mampu menjadl
s u m ber pemb1ayaa n bag1 pe ny e1e ngga r aa n pemer1 n1 a han da n
pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan ma-
syarakat- Oleh karena itu, diperlukan ketentuan/landasan hukum
yang dapat member!kan pedoman dan arahan bagl Daerah TIngkat II
k h usus nya Pemer1nta h Kab upaten Oaerah TIngkat II Biora da1am ha1
p e m u n g u t a n r e t r 1 b u s 1 

Sehubungan dengan telah dltetapkannya Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Oaerah Dan RetribusI Oaerah,
maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan RetribusI
di Oaerah TIngkat II perlu dlsesualkan dengan Undang-undang
dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerlntah Nomor 20 Tahun 1997
tentang RetribusI Oaerah yang merupakan peraturan pelaksanaan
dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Retrlbusl Pemakalan
Kekayaan Daerah ditetapkan menjadl salah satu jenis retrlbusl
daerah- Dalam rangka menjamln ketertlban dan pelayanan kepada
rn a s y a r a k a t yang m e m a k a 1 k e k a y a a n daerah, d I p e r 1 u k a n p e n g a t u r a n
retrlbusl nya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II- PENJELASAN PASAL DEMI PASAL-

Pasal 1 huruf a s/d : Cukup jelas,
huruf

PENJELASAN

PERATURAN OAERAH KABUPATEN OAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR  9  TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAN



fs ?

i.ewaj ^^sm—un^'ik m^ngv-j ^pjpn ^pr 1 aku

bagi ^ajib retribusi yarig menggunakan
j a s a p e ic^a n a n p emef\- i n t a Itd^s r a h s^c a r a
terus men^us,^eriodik dan\berj/sngga-
nan, mi sal ^N^dlanan, tahunan.

- Bagi wajib/retrltvt^si yang mene/^imav jasa
pelayanapr secara N^angsung fan Tsidak
periodirK, tidak diwa^ibkan untuk mengisi
SPTRD dan pembayaran retribusi dapat
menggunakan kareis dan dokumen 1ai n

Cukup jelas.

C u rs U (,j j ^:: 1 ct S 

(2)Pasal
s/d a

Kegiatan pernungutan retribusi yang tidak
dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga
adalah kegiatan perhitungan besarnya
retri busI terutang, pengawasa n penyeto ran
ret r i bus i da n pe nag i ha n retr i b us i„

Perne ri nta h  Dae rah
dengan b a d a n-bada n
profesionalismenya
ikut melaksanakan sebagian tugas
tan jenis r• etribusi secara 1ebih

yang dlmaksud dengan jasa usaha adalah
kegiatan Pemerlntah Daerah berupa usaha
dan pel ay a nan yang rnenyebabkan barang,
fasllltas, at.au kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati orang pribadi atau badan
d e n g a n m e n g a n u t p r I n s i p k o m e r s 1 a 1 k a r e n a
pada dasarnya dapat. disedlakan oleh sektor
swasta;

Cukup jelas,.

Y a n g d I m a k s u d d e n g a n d o k u rn e n 1 a I n y a n g
dipersamakan antara lain berupa karcis
m a s u k,, k u p o n „ k a r t u 1 a n g g a n a n,.

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborong-
kan adalah bahwa seluruh proses kegiatan
pernungutan retribusl tidak dapat diserah-
kan kepada pihak ketiga. Namun dalam
pengertian ini bukan berarti bahwa
Pernerintah Daerah tidak dapat bekerja sama
dengan pihak ketiga* Oengan sangat selek-
tif  da lam proses  pern ungu tan  retribusi,

dapat.  bekerja  sama
tertentu yang  karena
layak dipercaya untuk

pemungu-
efisien

berftuk  badan
iun.

s>ais'r
rma^

^^tau
roan

•n^^  pens
u  /r~gani
Ian,/ fi
bentu^
Negara/

tetap  serta
,   lembaga,  oa
si,  yayaSc^TK^ata
^^l^r^^p^r k ump u

najaa^aan da lam
n   Usaip^Tfilik

u?<aha lainnya.
usaha

,sw*5e n i s
kopef^a:

perseky;
dengan

Badaj
s>^erseroan Kornaj^erT ter,  P e r s^>

bervjpfK
yang
kongsi,
pun.

Daerah
lainnya
ferbata

Pah&X 9 vnat (3)

Pasa.1 6 s/d Pa sal 3

Pasal 9 ayat (I)

Pasal 9 ayat (2)

Pasal 5

dlmaksud dengan Badan  adalah  suatu
badan usaha yang mellp^ifi PeKseroan
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Pasal 11 s/d      : Cukup jelas..
P a s a 1 14 a y a t (1)

Pasal 14 ay at (2)   .* Da lam  hal  diterbltkan  Surat  Teguran,
huruf akadarluwarsa  penagihan  cfihitung  sejak

tanggal  penyarnpalan Surat Teguran  terse-
Ibut.

huruf b; - Yang dlmaksud dengan pengakuan  utang
retr!busI  secara langsung adalah wajlb

;retribusi dengan kesadarannya menyatakan
•maslh mempunyal  utang  retribusi   dan
|b e1 urn  me1u nasIny a  kepa da  Pe me rInt a h

\Daerah.

- Yang dlmaksud dengan pengakuan utang
secara tidak langsung adalah wajlb
retribusi tidak secara nyata-nyata
langsung menyatakan bahwa la mengakul
mempunyal utang retribusi kepada
Pemerlntah Daerah.

Pasal 15 s/d Pasal 19 : Cukup jelas.
ayat (2)

Pasal 19 ay at (3)    : Yang dlmaksud dengan menyampalkan  has 1.1
pe riyId1ka n nya kepada Pe n u ntut Urn urn
ada1a h me nye ra h kan has i1 penyi^Ikan
k e p a d a P e n u n t u t U m u m m e 1 a 1 u 1 FJ e n y 1 d 1 k
Polrl,.

Pasal 20,* Cukup jelas,.



Sekall pakai.
Sekall pakai.

Sekall pakai.
Seka.1.1 pakai .

4.

KETERANGAN

Rp. 250.000,-
Rp. 225.000,-

Rp^ 325^000,-
Rp_ 300.000,-

3-

BESARNYA RETRIBUSI

b Mai am hari,.
a^ Slang hari.
U n t u k p e r h e 1 a t a n
b^ Malam hari.
a. Slang hari.
mersial :
yang berslfat ko -•
U n t u k P e r t u n j u k a n

2.

JENIS PENGGUNAAN

2

1..^

1,.

NO

PEMAKAIAN GEOUNG PERTEMUAN " SASANA BHAKTI

Besarnya  sewa tanah Pernarlntah Oaerah dltentukan berdasarkan  harga
dasar tanah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Oaerah,.

B. PEMAKAIAN BANGUNAN

PERTANIAN
PERIKANAN
PETERNAKAN
PERKEBUNAN

PERTOKOAN
KIOS/WARUNG MAKAN
INOUSTRI KECIL
REKLAME
HIBURAN
PENG.I NAP AN

GEOUNG TERBUKA
GEOUNG TERTUTUP
GARASI
GEOUNG PERTEMUAN
RUMAH TINGGAL

KETERANGAN

1,50

2,50 %

1

PROSENTASE OAR.I
HARGA DASAR TANAH
(MINIMAL) PER TAHUN

BANGUNAN

TEMPAT USAHA2,

1,, ! PERTANIAN

JEN.IS PENGGUNAANNO

A, PEMAKAIAN TANAH,.

TAR IP RETRIBUSI PEtiAKAIAN KEKAYA AN OAERAH

Lamp!ran ^ Peraturan Oaerah Kabupaten
Oaerah Tlngkat IT Blora
Nomor 9 Tahun- 1998 tentang
Retrlbusi Pemakalan Kekaya
an Daerah.



Bag! Rumah Oinas
yang bangunannya
s e m I p e r m a n e n d I k e -
nakan sewa sebesar-

5 0 % d a r 1 t a r I p 1 n 1

KETERANGANBESARNVA RETRIBUSI
/ M2

Rp. 130,- / bulan,

Rp. 130,- / bulan,

Rp. 110,- / bulan,

Rp.  90,~ / bulan.

LETAK RUMAH DINAS

01 Ibukota  Kabu -
paten.

01 Ibukota Kecama-
ta n,.

01 Desa.

Oaerah terpencil.

NO

1.

2.

3.

4.

3. PEMAKAIAN RUMAH DINAS.

U n t u k  k e p e n t i n g a n / p e n g g u n a a n o 1 e h P e m e r i n t ah 0 a e r a h  t e r h a d a p b a -
••ngunan-bangunan khusus, tidak dipungut Retribusi.

Bang una n Kec i1

Bangunan Besar

KETERANGAN

Rp„250,~/bu1an per m2

Rp.250,-/bulan per m2

Rp.20.000.000,~/ta h un

Rp,. 250^-/bulan per m2

BESARNYA RETRIBUSI

Oi Jalan Pemuda
No. 15 A Blora.

Oi Jalan Pemuda
No. 15 A Blora.

Oi Jalan Pemuda
No. 42 Cepu.

LETAK,
BANGUNAN KHUSUS

0 i J a .1 a n R e k s o d i p u
tro No. 6 Blora.

3.

NO

2. PEMAKAIAN BANGUNAN-8ANGUNAN K.HUSUS

\
i

retribusi ,.. .       |
Tidak dipungut    j
Sekali pakai.     |
Sekali pakai„      |

i

Sekali pakai.     |
Sekali pakai.     !

i
f

4.      ;

Rp.
Rp.  75.000,-
Rp.  50.000,-

Rp. 150.000,,-
Rp. 125.000,-

3.

Daerah.
o J e h Pemer i ntah
yang diselenggara-
Untuk acara~aca ra
b. Malam hari.
a. Siang hari.
K e g i a t a n K e a g a m a a n
S o s i a 1 / P o 1 i t i k d a n
D i n a s / 0 r g a n i s a s i
Untuk kepentingan
b. Maiam hari.
a. Siang hari..
ulang tahun.
pisahan / reuni /
UntuK acara perpi-

2.

5.

4.

3.

1.



O, MBA

6KAT IIOAERAH
I BLORA

5.

Besarnya uang -

s e w a 11 d a k t e r -
m a s u k u p a h o p e ••••

rator dan bahan
Dakar,

KETERANGAN

50.000,
150.000,

15.000,
125,000,

10,000,
6.000,

80„000,
10.000,
10.000,
30„000,
80,000,
80.000,
40.000,
40.000,
55,000,
60„000,
50.000,

: Rp.
: RP.
-; RP.
- RP.
: RP,
: RP.
: RP,
• RP,
: RP,

RP,
: RP,
• RP,
: RP,
• RP,
: RP,
• RP.
: RP.

TON
TON/JAM
TON

,5
,6
,6

KVA
....
-
....
„
....
._

TON
TON

TON
3 TON

,5
- i
10 TON

LITER
LITER

3
0
0
3

6
6
2
6-
8-
500
100

BIAYA SEWA
PER HARI(7JAM)

4,3

KAPASITAS

ASPHALT SPRAYER
CONCRETE MIXER
THREE WHEEL ROLLER
THREE WHEEL ROLLER
TANDEM ROLLER
VIB ROLLER SMOOTH DRUM
VIB ROLLER PAD FOOT
AIR COMPRESOR
VIB PLATE TAMPER
VIB PLATE RAMMER
TIRE ROLLER
WATER PUMP
GENERATOR SET
L 0 A D E R
VIB ROLLER PEOISTRIAN
STONE CRUSHER

JENIS PERALATAN

1.
2.
3,
4,
5,
6.
7,
8.
9.

10,
11,

13.
14.

16,

NO.

C PEMAKAIAN KENDARAAN / ALAT - ALAT BERAT,

•?


